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WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 5 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGELOLAAN TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN 

OE NGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Mcnimbang: a. bahwa unluk menuniang kelancaran tugas-tugas kedinasan 

Mengingat : 

agar lebih ef1sien, ekonom1s dan produkt1f dalam 
memngkatl<.,m pelayanan perlu 01du\...ung tenaga keqa Non 

Pegawai Negeri S1pll yang profesional dan sesuai kebutuhan 
di lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan. maka perlu d1atur 
pengclolacrn Tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil ; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebaga1mana dimaksuu 
rJ;yfa ht..ruf a, per\u ditetapkan dengan Peratur.in Wa\1kota; 

1. Pasal rn· ayat ( 6) Undang-Undung Dasar Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 1945; 

·, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 lenlang Peml>entui<an 
Oder a 1 Daerah Kora Besar dalam LlngkunqJn Prop1ns1 DiuWu 
71mur. Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah lstimewa 
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah denqan Undang 
Undanq Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang­
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentuk.an Kota 
kota Besar dan Kota-kota Keljil dr Djawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tent;rnq 
Ketenaqa'Kerjaan (Lembaran Negara T.::ihun 2003 Nomor ?(). 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938, 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Peme1i11lJha11 
Dae1 ah (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia 
Nomor 4437), sebaga1rnana telah d1ubah beberopa kali 
terai<h r dengan Undang Undanq Nomor 12 Tahun 2008 
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tentang Perubahun Kcdua Atas Undang-Undang Nornor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}. 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kcschatan 
(Lemb:uan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, TambahJn Lembaran NegarJ Republik Indonesia Nomor 
5063): 

6 Pcraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Peruba\1an Batas W1layah Kotarnatlya Dc1er<1l 1 l 111gkc1t ll 
Pekalongan, Kabupaten DJerah Tingkat II Pckolongan, dan 
Kabupaten Daerah Tingkta II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Ne>gara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tcrtuno 
Pengelolaan Keuangan Aadan Layanan Um11m {LPmbaron 
Neqara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TamballJn 

Lembaran Negara Republik Indonesia tJomor 4502) . 
sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Per11enntah 
Nornor 74 tilhun 2012 tcntang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Kcuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republ1k 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lemb;ir::in 
Negara Republik lnrlones a Nomor 5340); 

Memperhatikan: l. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang 

Kebijakan DasJr Penyelenggaraan Puskesmas; 

2. Peraturan. Menteri Kesehatan RepublIk Indonesia Nomor 
11 'lCJ/M n c ,/Pl'r/X/200·1 tentang Pedornan Pengadaan 
Tenaga Kesehatan Dengan Peqanpan Kerja Di Sar,rna Milik 

rernenntJh 

3. Peralur,rn Menter Dulam Ncgeri Nomor 61 t.:ihun 2007 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuanga, Bc1dc1n 

Lriy.mun Urnum Daerah; 

4 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 "T,ihun 7013 

teritang Pola Tata Kelola PuskesmiJS Kata Pekalongan: 

5. Keputusan Wal1kota Pekalongun Nomor 445/300 TJhun 2013 
tentang Penetapan Puskesmas Kota Pekalongan Sl"baga1 
Puskesmos Yang Mcnerapkan PolJ Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Secara Pcnuh 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan . PERATURAN WAUKOTA TENTANG PENGELOL/\AN TENr,GA NON 
PEGAWAI NEGER' SIPIL PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dal.im Peruturan Wallkota mi, yang dimaksud dengan · 

1. Daerah adalah Kola Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebaga1 unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3 Walikota adalah Walikota Pekalongan. 

4 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 

5. Kepala Dinas adalah Kepala D1nas Kesehatan Kota Pekalongan. 
6 Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kora Pekalongan 

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya d1s1ngkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang membenkan fleksib1litt1s bcrupt1 
keleluasar1n untuk menerapkan praktek-praktek b1snis yang sehat untuk 
rnen,ngkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memaJukan 
kesejahteraan urnurn dan mencerdaskan keh1dupan bangsa, sebaga1 
pengecuailan dari ketentucrn pengelolaan keuangan daerah pada urnumnya. 

8 13.idan Lavnni.'ln Umun" Oaerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuun Keqa Pei angk.it Oaerah a tau Unit Kerja p<1da Satuan Ke.qa PerangLat 
D1crat1 d1 lingku ·gan pcmcrint.:ih dacr,:ih yang d1bentuk untuk merrberikan 
pelayanan kcpada masyarak.:it berupa pcnycd1aan barang dan/atau jas.:i 
yang diJual tanpu mcngutarnukan rncncarr keuntungan, dan da!am 
melakukan keg1atannyu didvsclrkan pada prinsip efisicnsi dan produktivitas. 

9. Pusm Kcsehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesrnas ada,ah 
sarana pclayanan kesehatan fungs1onal yang merupakan Unit Kerja Dinas 
Kese11atan yang membcrikan pelayanan secara menyelur.ih dan terpadu 
kepada masyarakat. 

10. ruskesrnas Kota Pekalongan adalah gabungan dan unit Puskesmas dt Kata 
Pekc1longan yang menerapkan PPK-BLUD. 

11 lcnugu KC!rJa adalah setiap orang yang r1ampu melakukan per<erJaa11 guria 
n'cnghtl511~ an barang d,:rn/Jasa baik untuk memenuh, kebutuhan sendir 
maupun masyurak.:it 

12. renaqa Non Peqawa, Neqeri Sip1l yang selanjutnya disingkat Tenaga KerJa 
Non PNS cJduldh tenJga k.erJa yany IJ1.;kerja d1 Llngli.un1Jan Pusk.esmas Kota 
Pckalong;:rn dan berkedudukan bukan sebagai Pegawa1 Negeri S1pil dan 
Pegawai Tidak Tetap, yang serta untuk jenis tertentu harus mem1lik1 surul 1pn 
p,.aktlk,surat ijir ker,a serta derHJan perjan11a'1 keqa dalam waktu yang 
d1tentukan. 

13. Pemberi Kerja adalah pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan atau peJabat 
yang berwenang untuk mengangkat dan/atau memberhentikan tenaga keqa 
!Jon PNS dengan membayar upah atau 1mbalan dalam bentuk lainnya 

14. Percncanaan tenaga kerja adalah proses penyusundfl rencand 
ketenJgukerJaan secarti s1stemat1s yang dijadikan dasar dan acudn ddlc11n 
penyusunan keb1jakan, strateg1, dan pelaksanaan program pembangunan 
ketenagakerjaan yang bcrkesinambungan. 

15. Pcqanp.in Kerja adalall suatu per Janjian kerja a11ta, a Tenaga Keqa Non PNS 
denqan P1rnpinan Puskesrnas Kold Pekalongan secara tertul1s, ddldm waktu 
•erter'~ y riq meniuat syarc1t-syarat \ cr,a, t-iak. dun kev,Jjihon oara p hak 
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16 Pembinaan adalah suatu keg1atan pembenan petunjuk tentang cara 
pelaksanaan upaya sesuaI dengan ketentuan dan bertuiuan mendapatkan 
kesatuan t1ndak untuk mencapaI has1I guna dan daya guna yang sebesar­
besarnya. 

17. Pemutusan Hubungan KerJa adalah pengakhiran hubungan kerJu karenu 
suatu ha\ tertentu yang mengakibatkan berakh1mya hak dan kewaJ1ban 
antara TPnaga KerJa Non PNS dan Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan. 

18. UpJt1 JdalJh hak Tenaga Kena Non PNS yang diterima dan dinyalakan dulam 
bentuk uang sebagai imbalan dan Puskesmas Kola Pekalongan ycing 
d te.apkdn dan dibayarkan menurut suatu perjanjian keqa. tE>rmasuk 
tunjangan bag1 tenaga keqa Non PNS dan keludrganya ata~ ">Ualu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan dddkukan. 

19. Pegawa, GLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekeqa d1 
L1ngkungan Puskesmas Kola Pekalongan. 

20 Prjab1t adalah orang yang diserahi/diamanah, sebuah kedudukan dalam 
sebuah organisasI /inslitusi dan turut melekat kewaJiban dan hak dun 
kedudukan yang diberikan lersebut 

21. Pemberkasan adalah pengumpulan berkas-berkas persyaratan calon tenaga 
kerja Non PNS dan dilakukan verif1kasi untuk memperoleh kebenaran data 
calon tenaga keria Non PNS. 

BAB II 
LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Pengelolaan Tenaga Kerja t·Jon PNS berlandaskan PancasIla dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 3 

Pengelolaan Tenaga Kerja Non PNS d1selenggarakan berdasarkan azas ad1I, 
e!1s1en clan tepat gunil . 

Pasal 4 

Tujuan penge!olaan Tenaga KerJa Non PNS adalah sebagai berikut : 
a mcningkatk,in mutu pelav-:inan keparla masyar:-ikat; 
b. ler,angkaunyJ akscs 1,.,elayanan kesehatan kepada Masyarakat me'a u, 

penyebaran Tenaga Kerja Non PNS: 
c. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Non PNS secara 

optimal dan manuslawi; 
d menciptakan iklim lingkungkan keqa yang kondusif; 

mernbcrikan kesejahteraan kepada Tenaga Kerja Non PNS 

BAB Ill 
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 

Pasal 5 

Setiap Tenaga Kerja Non PNS berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa 
J _, -- · _ ... , 



• 

• 

BABIV 
PERENCANAAN DAN PENGADAAN TENAGA K[RJA NON PNS 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Tenaga Kerja Non PNS 

Pasal 6 

(!) Direktur menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Non PNS me!,putr 

a. pendataan pegawai yang sudah ada /dimiliki; 

b. analisis kebutuhan Tenaga KerJa Non PNS; 

c. identifikasi kebutuhan Tcnagci Kerji:l Non PNS berdasarkan JenIs dan 
kuullfikilSI yang d1susun bcrdasarkan skala prioritas; 

d identifikasi jenis pekerjaan (formasi dan spesifikas1); 
(2) Berdasarkan penyusunan perencanaan sebagaImana dimaksud ayat ( 1) 

lJirektur mengusulkan penetapan formasi Tenaga Kerja Non PNS di 
lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan kepada Kepala Dinas . 

Bagian Keduci 
Pengadaan Tenaga KerJa Non PNS 

Pasal 7 

(I) Direktur melaksanakan pengadaan Tenaga Kerja Non PNS berdasarkan 
perecapan f ormasi dari Ke pa la Dir as 

(ll Direklur menetapka11 Pdr11l1a Pelaksana Pengadaan Tenaga KerJa Non PNS 
dengan d1ketahui Kepala Dinas dalam hal pengadaan tenaga 10 (sepuluh) 
orang atau lebih. 

(3) Direktur menunjuk Pejabat Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS 
dengan diketahui Kepala o,nas dalam hal pengadaan tenaga kurang dari 10 
(sepuluh) orang. 

(4) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) minimal terdIn 
ciari 

a. Unsur Dinas KcsehJtan: 

b. Puskesrnas Kota Pekalongan; 

c lnstc1ns1/tenaga ahli Jpab1\a diperlu\<.an. 

(SJ 1i gas pa11 1t1a dan peJabat sebaga1mana d1maksud dalam ayat (2) dan ayat 
(3) meliput,: 

a. rnenyusun pengumuman penerimaan Tenaga Kerja Non PNS; 

b. melakukan penjaringan pem,natan sesua1 dengan ketentuan persyaratan 
yang diberlakukan meliput1 seleksi administras1. tertulls, wawancara, bila 
diperluKan test kesehatan rlan psikotest; 

c. menyusun pengumuman hasil seleksi penenmaan Tenaga Kerja Non 
PNS 



• 

• 

(r,) Panitia dan peJabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) 
bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan Tenaga 
KerJa Non PNS kepada D1rektur. 

Bagian Ketiga 
Se\eksi Tenaga Kerja Non PNS 

Paragraf 1 
Pengumuman 

Pasal 8 

Punitia atau pcJabut Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS menyusun 
pcngumuman penerimaan Tenaga Kerja Non PNS yang memual informas1 paling 
scd1kit: 
a persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar: 

b. Jen1s dan jumlah formasi yang d1butuhkan; 

c panduan pendaftarnn dan 

d . waktu dun tempat pelaksanaan seleksi 

Paragraf 2 
Persyaratan 

Pasal 9 

(1) Bagi pelamar Tenaga Keqa Non PNS Puskesmas Kota Pekalongan yang telah 
bekerja /mengabdi dilingkungan Puskesmas Kota Pekalongan harus 
memenuh1 persyaratan sebaga1 benkut 

a. WargJ Negara Indonesia; 
b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun; 
c. t1dJk pemah dihukum penjara at.Ju kurungan berdasarkan Keputusan 

Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan l1ukum yang tet:ap, 

d. t1dak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang­
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemenntah baik langsung maupun tidak 
langsung; 

e. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar; 

f berkelakuan ba1k dan lldak pernuh tersangkut perkara pidana yang 
dinyatakan dengan Surat Keterangun Cutat21n Kepol1sian; 

g. schat Jasmani dan rohan1, yang d1nyatakan oleh Dokter Pemenntah, 

h. mer111l1k1 kompetens1 (kemampuan. keahllan. ketramp1lan, sikap dan 
oerilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas)· 

1. mempunya1 kondice baik selama bekeqa d1 lingkungan PuskPc;mas Kota 
Pekalongan dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas 
tcwpat yang bersangkutan bekerJa 

(2) Bagi pel~mar Tenaga Kerja Non PNS d1 lingkungan Puskesmas Kota 
Pekalongan adalah sebagai benkut : 

,1. Warga Neqara lndone~ia; 

11. berus1a serendah-rendahnya 18 (dclap,m belas) tahun; 
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d. tidak pernah tcrl1bat dalam gerakan yang menentang Pancas la, Undang­
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemenntah ba1k langsung maupun tidak 
langsung; 

c. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama, 

f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang 
d1nyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian: 

g. sehat Jasmani dan rohan1, yang dinyutakun oleh Dokter Pemenntah, 

h. mcmilik1 kompetcnsi (kemumpuan, keahlian, ketrampilan, s1kap dan 
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas) 

BAB V 
HASIL SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KERJA NON PNS 

Pasal 10 

Has,t seleksi penerimaan Tenaga Keqa Non PNS d1rnual dalam pengumurnan. 

BAB VI 
PENGANGKATAN TENAGA KERJA NON PNS 

Pasa111 

( 1) Pela mar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan wajib melakukan 
pemberkasan. 

(2) Pela mar yang dmyatakan lulus sebaga1mana dimaksud pada ayat ( 1), dapal 
diangkat menjadt Tenaga Keria Non PNS dengan peqanj1an kerja . 

BAB VII 
PERJANJIAN KERJA 

Bagian Kesatu 
lsi Perjanjian Kerja 

Pasal 12 

(1) PeqanJian keqa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dtlakukan 
secara tertulis dan ditandatargani o'eh D1rektur dun Tenuga KerJu Non PNS. 

(2) Maten perjanjian kerja paling sedikit memuat. 

J. nama dan NIP Direklur serta alamat Puskesmas Kota Pekalongan; 

h nama, Tempat & Tanggal Lahir, Pend1dikan. dan alamat Tcnnga Kerja Non 
PNS; 

c t C'rno ,t dc1 n t<1nogal pcrJunj1Jn kcrJJ dibuat; 

d . hubungan kerja; 

e. jenis Pekerjaan; 

f. janaka Waktu; 

g. upah; 

i b::ik den kewajtban: 

,. snnksi; 

mutas, 
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penyelesaian Perselisihan; dan 

m tanda tangan para p,hak dan bcrmatera1. 

Bagian Kedua 
Jangka Waktu PerJanj1an Keqa 

Pasal 13 

(1) Jangka waktu per,imj,an ker1a Tenuga Ker1a Non PNS paling lama 1 (sutu) 
tahun dun dapat diperpanJang 

(2) Pemberitahuan perpanJangan peqanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dtlakukan paltng lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian kerja 
berakhir. 

8AB VIII 
PENGUPAHAN 

Pasal 14 

( 1 > Setiap Tenaga Kerja Non PNS berhak memperoleh upah atas jasa yang 
d berikan kepada Puskesmas Kota Pekalongan. 

(2) Besaran upah Tenaga Kerja Non PNS d1berikan paling sed1kit sama dengan 
Upah Minimum Kota Pekalongan 

( ~l Ketenluan leb1h lanjut mengenaI pengupahan Tenaga Kena Non PNS 
sebaga,mana dimaksud pada ayat (1). dratur dengan Peraluran Oirektur. 

BABlX 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 15 

Hak Tenaga Keqa Non PNS: 
a. memperolch upah yang besarannya d1tuangkan dalam perjanj1an kerja dan 

penqgolongannya diatur dalam Peraturan Direktur; 
b. memperoleh jaminan/asurans1 kesehatan, ketenagakerjaan (Kematian dan 

kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. memperoleh insent1f yang d1atur lebih lanjut dalam Peraturan Oirektur; 

d memperoleh pengakuan/referensi pengalaman keqa sesua, masa keqa. 

Pasal 16 

Kewaj1ban Tenaga Keqa Non PNS: 
a mcntaat1 perjanJ1an kerJa dan peraturan perundang-undangan yang belaku; 

b, untuk Tenaga Keqa Non PNS tertentu wajib memiliki surat 1jin praklik atau 
surat iJ1n ~erja, 

c. melaksnnakan perintah atau tuoas dari atasun; 
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Tenaga Kerja Non PNS d1benkan iz1n untuk t1dak musuk ker1a karcna : 

a. berhalangan dan/atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai 
pemberitahuan secara tertul1s kepada atasan, 

b. sak1t lebih dan 2 (dua) han sampai dengan 14 (empal belas) hari, dibukt1kan 
dengan surat keterangan Dokter Pemerintah; 

c. sak,t paling lama 3 (t,ga) bulan. d1bukt1kan surat keterangan Dokter 
Pemenntah; 

d. IstIrahat karena bersalin / melahirkan selama 3 (tiga) bulan, dinyatakan 
dengan surat keterangan Dokter /Bidan Pemerintah; 

e. ist1rahat sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan sarnpaI dengan 
kelahiran anak yang kedua, 

f kemat,an istri / suam1, anak, orang tua / mertua. kakak / adik paling lama 3 
(t19a) hari kerja, 

g izin mcnikah paling lama 5 (lima) hari: 

h ilin alasan pentinq {pergi haji , umroh) paling lama 40 (empat puluh) hari 

Pasal 18 

Hak dan kewajiban Tenaga Kerja Non PNS secara terinci diatur dalam Perjan1ian 
Kerjn 

BAB X 
PENGEMBANGAN 

Pasal 19 

(1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Non PNS, direktur 
dapat memberikan kesempatan untuk mengikuli pend1d1kan non formal dan 
pelat1han . 

(2) Da\am rangka pengembangan kebutuhan oganisasi Tenaga Kerja Non PNS 
dapat dial1h tugaskan pada tempat kerJa dan fungs1 lugas la1nya 

BAB Xl 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

( 1) Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kerja Non PNS dilakukan oleh D1rektur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dupat 
c.lidelegasikan kepada Kepa\a Puskesmas. 
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BAB XII 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal 21 

(1) Pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Kerja Non PNS dapat dilakukan 
berdasarkan alasan sebagai berikut 

a berakhirnya masa peqani1an kerJa; 
b. mengundurkan diri secara tertulls, 

c. meninggal dunia; 

d d1terima menjad1 Ca\on Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan /atau bekerja 
pada institusi lainnya 

e. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali tenaga ahli 
profesional dan masih d1butuhkan; 

f. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, 
asusHa dan/atau tindak pidana lainnya; 

g. melanggar perJanJ1an kerja; 

h. tidak sehat jasman1 dan/atau rohani yang menyebabkan t1dak dapat 
meluksumikun tugus atau pekeqaan dengan mekan1sme sesuai 
peraturun perundung-undangan yang berlaku; 

1. rnenjad1 anggota dan/atau pengurus partai pol1tik atau orgarnsasi 
Lerlarang. 

(2) Pemutusan hubungun keqa karena alasan lain yang tidak termasuk dalam 
alasan sebngaimana d1maksud pada ayat (1), sebaga1 benkut. 

a. perubahan alau dicabutnya status BLUD Puskesmas Kota Pekalongan 
dan: 

b. pcngurangan tenaga keqa dengan pert1mbangan karena kemampuan 
ekonomi dan produktivitas BLUD Puskesmas Kota Pekalongan. 

Pasal 22 

Pengangkatan dan pemberhent,an Tenaga Kena Non PNS dilakukan oleh 01rektur 
dan dilaporkun kepada Kepalu Dinns 

BAB XIII 
EVALUASI KINERJA 

Pasal 23 

( 1) Evaluasi k1nerja Tenaga KerJa Non PNS dilal<sanakan set1ap 6 (enam) bu Ian. 

(2) Hasil evalusi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1gunakan 
sebagai bahan pertimbanga11 perµaniangan perjanjian kerJa Tenaga Kerja 
Non PNS. 



• 

Pasal 24 

Tenaga KerJa Non l'NS yang sudah menandatangi perjanJian kerJa dan t duk 
memenutu persyuruttln scbagaImana dimaksud dalam Pasal 9 t1dak akan 
diperpanjang masa peqani Ian kcqanya, kccuali 
J. Tenaga Kerja Non PNS yang belum rnemil1k1 iJazah Sekolah Dasur atau yang 

d1persamakan diben kesempatan l (satu) tahun untuk mempcroleh 1jazah; 

b. Tenaga Kerja Non PNS ycJng berusIa 58 (lima puluh delapan) tahun atau l£>b1h 
akan rtievaluasi KinerJanya selama 6 (enam) bu'ar, untuk tenaga profes,onal 
d;in mas1h sangat dtbutuhki.ln olch Puskcsmas Kata Pekt.1longan, apabila 
dirnlai baik dapat dioeroan11mg. 

BAB XIV 
PENYELESAIAN PERSFI 1511 IAN 

Pasal 25 

(1) Penyelesaian persel sihan antara Tenaga Kerja Non PNS dengan oemberi 
keqa d1lakukan secara musyawarah untuk mufakJt. 

U) Dalam hal penyetesatdn pcrscl1s1han secdr d 111usyawa1 ah unluk rnutakilt 
sebaga1mana drmaksud pada ayat ( 1) trdak tercapa1, maka penyelesarkan 
persel1sahan melalu1 mekanisme atau prosedur penyelesaian perselis1han 
yang ciiatur dalam Peraturnn Perundang-undang yang berlaku. 

SAO XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan inr mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Agar set1ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

D1tetapkan di Pe~alongan 
padatanggal 2Januari2014 

WAUKOTA PEKALONGAN. 

r/~ 
MOHAMAD BASYIR Al IMAO 


